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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan
keseragaman dalam penanganan perkara  di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, perlu pedoman penanganan perkara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5456);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DIl LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS
dan PNS Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.

Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi
dan/atau non litigasi.

Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan
diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani
dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan
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PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah
dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah  unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

8. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam
negeri.

Pasal 2

(1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dilaksanakan Biro Hukum.

(2) Penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi dilaksanakan Biro
Hukum provinsi.

(3) Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota
dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.
BAB Il
PERKARA HUKUM
Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. litigasi; dan
b. non litigasi.
Bagian Kesatu
Litigasi
Pasal 4
Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a. uji materiil undang-undang;

b. wuji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang;

perkara perdata;

perkara pidana,;

perkara tata usaha Negara,;

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan

g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

(1) Penanganan wuji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf f, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.

(2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dilakukan di Mahkamah Agung.

D00
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Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c, dilakukan di tingkat:

a. Pengadilan Negeri;

b. Pengadilan Tinggi; dan

c. Mahkamah Agung.

Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
dilakukan di tingkat:

a. Pengadilan Negeri;

b. Pengadilan Tinggi; dan

c. Mahkamah Agung.

Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan

c. Mahkamah Agung.

Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf g antara lain di Lembaga Peradilan Komisi
Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan
Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara hukum.

Pasal 6

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan
Bagian Hukum Kabupaten/Kota menangani perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam menangani perkara
berkoordinasi dengan Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Biro Hukum Provinsi dalam menangani perkara berkoordinasi dengan
Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum
Kabupaten/Kota dan SKPD terkait.

Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menangani perkara
berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro
Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu
Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 7
Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh
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